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PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 
NOMOR 42 TAHUN 2019 

TENTANG 
UPAYA PERBAIKAN GIZI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TOMOHON, 
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi 

perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus 
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia 
dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi; 

b. bahwa upaya perbaikan gizi tersebut dilaksanakan 
berdasarkan pedoman yan~ selama ini masih tersebar dalam 
berbagai pedoman yang belum bersifat regulasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Tomohon tentang Upaya Perbaikan Gizi; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

3. Undan~-Undan~ Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,~ 

TOMOHON 
PROVINSISULAWESIUTARA 



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5607); 

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 193); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

741/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentan~ Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENT.ANG UPAYA 
PERBAIKAN GIZI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tomohon. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Tomohon. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tomohon. 
5. Gizi Seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri atas 

berba~ai ra~am bahan makanan yan~ berkualitas dalam jumlah dan proporsi 
yang sesuai dengan aktifitas fisik, umur, jenis kelamin dan keadaan fisiologi 
tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang, guna pemeliharaanA(, 



dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan 

perkembangan secara optimal. 

6. Keluarga Sadar Gizi yang selanjutnya disingkat KADARZI adalah suatu keluarga 

yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap 

anggotanya. 
7. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, 
penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas 
pelayanan kesehatan. 

8. Angka Kecukupan Gizi adalah suatu nilai acuan kecukupan rata-rata zat gizi 
setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran 
tubuh, aktivitas fisik untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. 

9. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/ a tau masyarakat. 

Pasal 2 
(1) Pengaturan upaya perbaikan gizi ditujukan untuk menjamin: 

a. setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi; 
b. setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap pangan 

yang bergizi;dan 
c. setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; 
b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; 
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan 

ilmu dan teknologi; dan 
d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. l( 



BAB II 
PELAYANAN GIZI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 3 

( 1) Pelayanan gizi dilakukan untuk mewujudkan perbaikan gizi pada seluruh siklus 
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas 
kepada kelompok rawan gizi. 

(2) Kelompok rawan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: 
a. bayi dan balita; 
b. anak usia sekolah dan remaja perempuan; 
c. ibu hamil, nifas dan menyusui; 
d. pekerja wanita; dan 
e. usia lanjut. 

(3) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di: 
a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. institusi/fasilitas lainnya; 
c. masyarakat; dan 
d. lokasi dengan situasi darurat. 

Pasal 4 

Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui 
pendidikan gizi, suplementasi gizi, tata laksana gizi, dan surveilans gizi. 

Bagian Kedua 
Pendidikan Gizi 

Pasal 5 

( 1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan gizi melalui komunikasi, informasi, 
dan edukasi. 

(2) Pendidikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan 
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

(3) Pendidikan gizi yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) antara lain dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, tenaga 
pendidik, dan tokoh masyarakat. 

Pasal 6 

Pendidikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan mewujudkan 
Keluarga Sadar Gizi untuk menerapkan perilaku gizi seimbang. af 



Pasal 7 

(1) Dalam menerapkan perilaku gizi seimbang setiap keluarga harus mampu 
mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. 

(2) Untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan melalui: 
a. menimbang berat badan secara teratur; 
b. memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI 

eksklusif); 
c. makan beraneka ragam; 
d. menggunakan garam beryodium; dan 
e. pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. 

Pasal 8 

( 1) Setiap orang harus menerapkan perilaku gizi seimbang. 
(2) Perilaku gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk 

mencapai status gizi baik dan derajat kesehatan yang optimal. 

Bagian Ketiga 
Suplementasi gizi 

Pasal 9 

(1) Suplementasi gizi ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi. 
(2) Suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk anak 

usia 6-59 bulan, anak sekolah, ibu hamil, ibu nifas, remaja perempuan, dan 
pekerja wanita. 

(3) Jenis suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. kapsul vitamin A; 
b. tablet tambah darah; 
c. makanan tambahan ibu hamil; 
d. Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI); 
e. makanan tambahan anak balita 2-5 tahun; 
f. makanan tambahan anak usia sekolah; dan 
g. bubuk multi vitamin dan mineral. 

(4) Jenis suplementasi gizi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus memenuhi spesifikasi. ft 



Bagian Keempat 
Tata Laksana Gizi 

Pasal 10 

(1) Tata laksana gizi kurang merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk 
pemulihan status gizi dengan prioritas menurunkan angka kesakitan pada balita 

gizi kurang. 
(2) Tata laksana gizi kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pasal 11 

(1) Tata laksana gizi buruk merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk 
perbaikan status gizi dengan prioritas menurunkan angka kematian pada balita 

gizi buruk. 
(2) Dalam rangka perbaikan status gizi terhadap balita penderita gizi buruk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan formula gizi buruk yang 
salah satu komponennya merupakan mineral mix. 

(3) Tata laksana gizi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan kondisi pasien. 

Pasal 12 

(1) Tata laksana gizi lebih merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk 
mencapai status gizi baik dan menurunkan risiko timbulnya penyakit gangguan 
metabolik dan degeneratif. 

(2) Tata laksana gizi lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencegahan, 
peningkatan, penyembuhan dan pemulihan. 

Pasal 13 

(1) Tata laksana gizi yang terkait dengan penyakit merupakan rangkaian tindakan 
yang bertujuan untuk mencapai status gizi baik sesuai dengan kondisi penyakit 
dan mempercepat proses penyembuhan. 

(2) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencegahan, 
peningkatan, penyembuhan dan pemulihan.rJL 



Bagian Kelima 
Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pasal 14 
(1) Pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan ditujukan untuk memperbaiki 

status gizi, membantu penyembuhan dan pemulihan pasien. 
(2) Pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi pelayanan gizi rawatjalan dan rawat inap. 
(3) Pelayanan gizi rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan melalui: 
a. asuhan gizi; 

b. penyuluhan dan/ atau konseling gizi; dan 
c. rujukan gizi. 

Bagian Keenam 
Pelayanan Gizi Diluar Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pasal 15 
(1) Pelayanan gizr diluar fasilitas pelayanan kesehatan diarahkan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan status gizi masyarakat. 
(2) Pelayanan gizi diluar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) antara lain meliputi: 
a. pelayanan gizi di panti asuhan; 
b. pelayanan gizi di lembaga pemasyarakatan; 
c. pelayanan gizi di sekolah; 
d. pelayanan gizi di tempat kerja; 
e. pelayanan gizi di pondok pesantren; 
f. pelayanan gizi di panti wreda; dan 
g. pelayanan gizi di hotel dan restoran. 

Bagian Ketujuh 
Pelayanan Gizi di Masyarakat 

Pasal 16 
(1) Pelayanan gizi di Masyarakat diarahkan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan status gizi. 
(2) Pelayanan gizi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

dilakukan melalui pelayanan gizi di keluarga, posyandu, dasawisma dan pos 
pemulihan gizi/ pelayanan gizi berbasis masyarakat (PGBM). { 



Bagian Kedelapan 
Pelayanan Gizi di Lokasi dengan Situasi Darurat 

Pasal 17 
Pelayanan Gizi di Lokasi dengan Situasi Darurat diarahkan untuk mempertahankan 
dan memulihkan serta meningkatkan status gizi masyarakat di daerah bencana. 

Pasal 18 

(1) Pemenuhan gizi dalam situasi darurat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi 
terjadinya penurunan status gizi secara cepat dan tepat. 

(2) Upaya penanganan gizi dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan terhadap masyarakat akibat korban bencana, masyarakat di 
pengungsian, dan masyarakat di penampungan. 

(3) Upaya penanganan gizi dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan sampai dengan dikeluarkannya pernyataan selesainya situasi 
darurat oleh Kepala Daerah. 

BABV 
SURVEILANS GIZI 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 19 
(1) Surveilans gizi bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan 

pencapaian indikator kinerja perbaikan gizi secara nasional, dan regional. 
(2) Surveilans gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan 

analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi dan indikator 
pembinaan gizi masyarakat. 

(3) Surveilans gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan agar dapat 
melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien serta tindak 
lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi. 

(4) Surveilans gizi dilakukan di seluruh Kota.ji 



Bagian Kedua 
Penilaian Status Gizi 

Pasal 20 

(1) Penilaian status gizi dapat dilaksanakan pada seluruh siklus kehidupan manusia. 
(2) Penilaian status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada 

balita, anak usia sekolah, dan pekerja perempuan. 
(3) Penilaian status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan 

dengan cara: 
a. Antropometri; 
b. Biokimia; 
c. Klinis; dan/ a tau 
d. Konsumsi makanan. 

BAB VI 
TENAGA GIZI 

Pasal 21 
Pelayanan gizi diberikan oleh tenaga gizi yang memiliki kompetensi dan kewenangan 
dalam memberikan pelayanan gizi setelah memiliki izin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 22 

( 1) Setiap puskesmas, klinik rawat inap, balai kesehatan, dan rumah sakit harus 
mempunyai tenaga gizi yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam 
memberikan pelayanan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Khusus untuk rumah sakit, tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang dietetika dan/ atau 
manajemen penyelenggaraan makanan institusi. 

BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 23 
(1) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun organisasi dalam 

penyelenggaraan upaya perbaikan gizi. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui: 

a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penyelenggaraan upaya 
perbaikan gizi; l 



b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan upaya 

perbaikan gizi; dan/ atau 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya perbaikan gizi. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. '&, 

Paraf Koordinasi 

W akil W alikota Tomohon 

Sekretaris Daerah 

Asisten Kesejahteraan Rakyat 

Inspektur Kota 

epala Bagian H ukum 

Kepala Dinas Kesehatan Daerah {l_ 
Diundangkan di Tomohon 
pada tanggal 3 Ju 1 i 2 o 1 9 
SEKRETARIS DAE ~OTA TOMOHON, 

Ditetapkan di Tomohon 
pada tanggal 2 Ju 1 i 2 o 1 9 
WALIKOTA TOMOHON 

HAROLD V. LOLOWANG 

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 42 


